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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila 

dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu diselenggarakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dituangkan dalam UU RI No 8 

Tahun 2012. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyelenggarakan pemilu sesuai 

dengan UU No. 7 Tahun 2017. Berbagai KPU dapat ditemukan di lokasi yang 

berbeda-beda, ada pula yang berada di pusat. Tanggung jawab KPU pusat adalah 

mengawasi pelaksanaan pemilu nasional. Kesatuan Masyarakat Daerah (KPU) 

bertanggung jawab menyelenggarakan dan menyelenggarakan pemilu daerah. 

Fakta bahwa masyarakat mempunyai hak suara terhadap tindakan pemerintah 

pusat selama lima tahun ke depan merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa 

kita hidup dalam masyarakat demokratis. Selain untuk lebih mengintegrasikan 

demokrasi ke dalam politik, pemilihan langsung juga dilakukan. Pemilihan umum 

adalah satu pilar demokrasi modern dan merupakan cara utama dimana warga negara 

berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintah. 

Panitia penyelenggara pemilu juga merupakan bagian dari pemilu. PPK 

berperan sebagai pelaksanakan dan panitia bertanggung jawab menyelenggarakan 

pemilu di tingkat kecamatan relavan dengan UU No 1 Tahun 2015 dan PKPU No 3 

Tahun 2015. KPPS bertugas melaksanakan pemilu pada tingkat paling bawah yaitu 

PPS. KPU Kab/Kota membentuk PPK dan PPS, sedangkan PPS membentuk KPPS. 

Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk 



2 

menyelenggarakan pemilu di wilayah kecamatan dan Desa/Kel, KPU Kab/Kota harus 

m PPK dan PPS di setiap kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh pelaksana pemilu yang 

dikenal Badan Ad Hoc dan cakupan pelaksanaannya sangat luas. PPK, PPS, dan 

KPPS ialah Badan Ad Hoc. Sesuai aturan pembentukan Badan Ad Hoc, KPU 

Kabupaten atau Kota bertugas melakukan seleksi dan pemberhentian anggota. 

Karena kerja Badan Ad Hoc merupakan bagian integral dari proses pemilu termasuk 

pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemberian suara, dan penghitungan hasil 

pemilu maka Badan Ad Hoc harus memimpin dalam menjamin integritas proses 

pemilu. 

Badan Ad Hoc menjadi salah satu tombak kesuksesan penyelenggaran pemilu. 

Kinerja Bada Ad Hoc sangat penting sebagai garda terdepan dalam menunjang 

kesuksesan Pemilu. Sebagai langkah awal dalam mempersiapkan perekrutan Badan 

Ad Hoc, masyarakat akan dijangkau secara keseluruhan untuk menyebarkan 

informasi tentang pemilu mendatang dan mendorong masyarakat untuk mendaftar 

menjadi bagian dari tim penyelenggara PPK. dan Badan Ad Hoc PPS. 

Penyelenggara pemilu sementara (Ad Hoc) hidup berdampingan dengan 

penyelenggara pemilu tetap. Ini adalah posisi sementara yang dapat diisi pada tingkat 

yang sama pada pemilu berikutnya; ini hanya akan berlaku selama tahap 

implementasi. Syarat perekrutan badan ad hoc dituangkan dalam UU 7 tahun 2017, 

PKPU 3 tahun 2015, serta PKPU 12 dan 13 tahun 2017. Setiap proses pemilu selalu 

ada tahapan pembentukan badan ad hoc. Karena mereka berada di garis depan dalam 

melaksanakan pemilu lima tahun sekali, maka kelompok koordinator pemilu ad hoc 

ini menjadi sangat penting. 
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Meninjau Surat Sektaris Jendral KPU RI Nomor 2623/PP.04-SD/04/2022 

tanggal 18 Oktober 2022 perihal Rencana Kegiatan Pembentukan Badan Ad Hoc 

pada pemilu 2024 bahwa pelaksanaan pembentukan PPK akan dilakukan terhitung 

mulai tanggal 16 November 2022 dan pelaksanaan pembentukan PPS akan dilakukan 

terhitung mulai tanggal 29 November 2022. Oleh karena itu, KPU Kabupaten/Kota 

perlu segera mulai melakukan sosialisasi mengenai pembentukan Badan Ad Hoc di 

tingkat PPK dan PPS, cara pemakaian Sistem Informasi Anggota KPU, dan Badan 

Ad Hoc agar PPK dan PPS dapat siap menghadapi pemilu. pemilu 2024. 

Masa pendaftaran PPK akan dimulai pada akhir November 2022 ini sedangkan 

pendaftaran PPS sedikit lebih mundur yaitu awal Desember 2022. Berbeda dengan 

pemilu-pe,uli sebelumnya, dimana pendaftaran PPK dan PPS menggunakan fomulir 

yang harus diserahkan di kantor KPU Kabupaten/ Kota, maka untuk tahun ini 

pendaftarannya dilakuka secara online atau digital melalui aplikasi yang disebut 

SIAKBA (sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc). Dengan mengunjungi 

https://siakba.kpu.go.id,  pendaftaran  menjadi  lebih  mudah  dengan  hanya 

menggunakan gadget atau handphone serta tanpa harus hadir ke kantor KPU 

Kabupaten/Kota. Semua berkas administrasi seperti KTP, salinan ijazah, serta 

dokumen-dokumen pendukung lainnya cukup discan lalu di unggah di SIAKBA. Oleh 

sebab itu, dalam pendaftaran online ini yang perlu dipersiapkan pendaftar hanyalah 

alamat email untuk melakukan registrasi sehingga bisa masuk ke menu-menu 

pendaftaran yang sudah tersedia cukup lengkap di SIAKBA. Berikut jumlah pendaftar 

yang lulus seleksi badan ad hoc PPS di kota Palembang : 

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila 

dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilu diselenggarakan secara 
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langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dituangkan dalam UU RI No 8 

Tahun 2012. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyelenggarakan pemilu sesuai 

dengan UU No. 7 Tahun 2017. Berbagai KPU dapat ditemukan di lokasi yang 

berbeda-beda, ada pula yang berada di pusat. Tanggung jawab KPU pusat adalah 

mengawasi pelaksanaan pemilu nasional. Kesatuan Masyarakat Daerah (KPU) 

bertanggung jawab menyelenggarakan dan menyelenggarakan pemilu daerah. 

Fakta bahwa masyarakat mempunyai hak suara terhadap tindakan pemerintah 

pusat selama lima tahun ke depan merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa 

kita hidup dalam masyarakat demokratis. Selain untuk lebih mengintegrasikan 

demokrasi ke dalam politik, pemilihan langsung juga dilakukan. Pemilihan umum 

adalah satu pilar demokrasi modern dan merupakan cara utama dimana warga negara 

berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintah. 

Panitia penyelenggara pemilu juga merupakan bagian dari pemilu. PPK 

berperan sebagai pelaksanakan dan panitia bertanggung jawab menyelenggarakan 

pemilu di tingkat kecamatan relavan dengan UU No 1 Tahun 2015 dan PKPU No 3 

Tahun 2015. KPPS bertugas melaksanakan pemilu pada tingkat paling bawah yaitu 

PPS. KPU Kab/Kota membentuk PPK dan PPS, sedangkan PPS membentuk KPPS. 

Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk 

menyelenggarakan pemilu di wilayah kecamatan dan Desa/Kel, KPU Kab/Kota harus 

m PPK dan PPS di setiap kecamatan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh pelaksana pemilu yang 

dikenal Badan Ad Hoc dan cakupan pelaksanaannya sangat luas. PPK, PPS, dan 

KPPS ialah Badan Ad Hoc. Sesuai aturan pembentukan Badan Ad Hoc, KPU 
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Kabupaten atau Kota bertugas melakukan seleksi dan pemberhentian anggota. 

Karena kerja Badan Ad Hoc merupakan bagian integral dari proses pemilu termasuk 

pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemberian suara, dan penghitungan hasil 

pemilu maka Badan Ad Hoc harus memimpin dalam menjamin integritas proses 

pemilu. 

Badan Ad Hoc menjadi salah satu tombak kesuksesan penyelenggaran pemilu. 

Kinerja Bada Ad Hoc sangat penting sebagai garda terdepan dalam menunjang 

kesuksesan Pemilu. Sebagai langkah awal dalam mempersiapkan perekrutan Badan 

Ad Hoc, masyarakat akan dijangkau secara keseluruhan untuk menyebarkan 

informasi tentang pemilu mendatang dan mendorong masyarakat untuk mendaftar 

menjadi bagian dari tim penyelenggara PPK. dan Badan Ad Hoc PPS. 

Penyelenggara pemilu sementara (Ad Hoc) hidup berdampingan dengan 

penyelenggara pemilu tetap. Ini adalah posisi sementara yang dapat diisi pada tingkat 

yang sama pada pemilu berikutnya; ini hanya akan berlaku selama tahap 

implementasi. Syarat perekrutan badan ad hoc dituangkan dalam UU 7 tahun 2017, 

PKPU 3 tahun 2015, serta PKPU 12 dan 13 tahun 2017. Setiap proses pemilu selalu 

ada tahapan pembentukan badan ad hoc. Karena mereka berada di garis depan dalam 

melaksanakan pemilu lima tahun sekali, maka kelompok koordinator pemilu ad hoc 

ini menjadi sangat penting. 

Meninjau Surat Sektaris Jendral KPU RI Nomor 2623/PP.04-SD/04/2022 

tanggal 18 Oktober 2022 perihal Rencana Kegiatan Pembentukan Badan Ad Hoc 

pada pemilu 2024 bahwa pelaksanaan pembentukan PPK akan dilakukan terhitung 

mulai tanggal 16 November 2022 dan pelaksanaan pembentukan PPS akan dilakukan 

terhitung mulai tanggal 29 November 2022. Oleh karena itu, KPU Kabupaten/Kota 
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perlu segera mulai melakukan sosialisasi mengenai pembentukan Badan Ad Hoc di 

tingkat PPK dan PPS, cara pemakaian Sistem Informasi Anggota KPU, dan Badan 

Ad Hoc agar PPK dan PPS dapat siap menghadapi pemilu. pemilu 2024. 

Masa pendaftaran PPK akan dimulai pada akhir November 2022 ini sedangkan 

pendaftaran PPS sedikit lebih mundur yaitu awal Desember 2022. Berbeda dengan 

pemilu-pe,uli sebelumnya, dimana pendaftaran PPK dan PPS menggunakan fomulir 

yang harus diserahkan di kantor KPU Kabupaten/ Kota, maka untuk tahun ini 

pendaftarannya dilakuka secara online atau digital melalui aplikasi yang disebut 

SIAKBA (sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc). Dengan mengunjungi 

https://siakba.kpu.go.id,  pendaftaran  menjadi  lebih  mudah  dengan  hanya 

menggunakan gadget atau handphone serta tanpa harus hadir ke kantor KPU 

Kabupaten/Kota. Semua berkas administrasi seperti KTP, salinan ijazah, serta 

dokumen-dokumen pendukung lainnya cukup discan lalu di unggah di SIAKBA. Oleh 

sebab itu, dalam pendaftaran online ini yang perlu dipersiapkan pendaftar hanyalah 

alamat email untuk melakukan registrasi sehingga bisa masuk ke menu-menu 

pendaftaran yang sudah tersedia cukup lengkap di SIAKBA. Berikut jumlah pendaftar 

yang lulus seleksi badan ad hoc PPS di kota Palembang : 

Gambar 1. 1 Jumlah Pendaftar PPS di Kota Palembang  

Sumber : Website Infopemilu.kpu.go.id 
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Peserta yang lulus badan ad hoc panitia pemungutan suara di kota Palembang 

pada gambar di atas dapat di lihat dari 3.110 yang mendaftar yang lulus seleksi hanya 

321 orang. Dari jumlah tersebut kandidat yang terpilih yaitu kandidat yang 

berkompeten dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan pihak KPU. Disetiap 

kelurahan di kota Palembang yang berjumlah 107 Kelurahan terdiri dari 3 orang 

Anggota PPS. 

Registrasi manual badan Ad Hoc telah digunakan pada pemilu-pemilu 

sebelumnya dan Pilkada. Datang ke tempat pendaftaran dan dilayani langsung; 

begitulah prosedur pendaftarannya tetap dilakukan. Tentu saja, para kandidat harus 

ekstra hati-hati saat menyerahkan dokumen pendaftaran. Pada Pemilu 2024, KPU 

memutuskan untuk menggunakan SIAKBA, sebuah aplikasi berbasis web yang 

membantu administrasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc, untuk mendaftarkan 

kelompok tersebut secara online. Lalu yang harus masyarakat ketahui ialah bahwa 

aplikasi SIAKBA telah diluncurkan pada tanggal 20 Oktober 2022 di Kota Kendari 

dalam Rapat Koordinasi Nasional Divisi SDM Provinsi dan Kabupaten Kota se 

Indonesia. Berikut perbedaan Alur Seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 

2018 dan Tahun 2022 : 

Gambar 1. 2 Alur Seleksi Tahun 2018 
 

 

 

 

 

Sumber: Laporan Pembentukan Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Tahun 2019 
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Gambar 1. 3 Alur Seleksi Tahun 2022 

 

Sumber : Instagram Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan 

Guna menyempurnakan banyaknya aplikasi digital yang digunakan pada 

Pemilu Serentak 2024, KPU RI membuat SIAKBA. Selain SIAKBA, KPU RI 

sebelumnya juga telah memanfaatkan berbagai aplikasi seperti SISPOL dan 

SIDALIH untuk mendaftarkan partai politik sebagai calon peserta pemilu dan 

pemutakhiran data pemilih. Untuk memudahkan pelaksanaan rekrutmen Badan Ad 

Hoc, aplikasi SIAKBA berfungsi untuk memudahkan kehidupan pelaksanaan pemilu. 

Menghadirkan aplikasi ini untuk mencatat data penyelenggara pemilu dari KPU 

hingga KPPS, dengan tujuan agar terciptanya data yang terinventarisasi secara digital 

dan dapat dipertanggungjawabkan di setiap tingkatan (Provinsi, Kota, 

Kabupaten/KPU, PPK, PPS, dll). 

Dengan pemanfaatan SIAKBA yang merupakan inisiatif prioritas KPU dalam 

penyelenggaraan penyiapan database, pihaknya bermaksud mempermudah 

rekrutmen anggota PPK dan PPS yang berkualitas melalui manfaat teknologi 

informasi. Sistem Informasi telah jadi kebutuhan utama dalam proses pengolahan data 
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dalam setiap organisasi. Banyaknya data yang perlu diolah dan terbatasnya sumber 

daya manusia sebagai pemproses data menjadi kendala untuk mendapatkan hasil 

informasi yang komprehensif. Demikian pula pengelolaan data Anggota KPU dan 

Badan Ad Hoc yang selama ini masih menggunakan Microsoft Office sebagai media 

pengeola data, informasi yang didapatkan dirasa kurang akurat, proses pengelolahan 

data pun memperlukan waktu yang lama. Pemanfaatan teknologi dan kebutuhan 

terhadap proses digitalisasi administrasi, KPU mendorong agar sistem informasi yang 

dapat mendukung dan menjadi alat bantu dalam tugas pengadministrasian anggota 

KPU dan Badan Ad Hoc sebagai alat bantu pendukung dalam proses pendaftaran dan 

arsip penyelenggara pemilu. 

Bagi pendaftar sendiri, dengan menggunakan aplikasi ini tentu saja akan lebih 

mempermudah proses pendaftaran dan efisien waktu. Pendaftar bisa mendaftarkan diri 

dimana saja dan kapan saja dengan bekal handphone atau komputer/laptop, tidak butuh 

bersusah payah ke kantor KPU. Pendaftar juga bisa melakukan pengecekan sendiri 

kelengkapan dokumen pendaftaran bahkan bisa menambahkan/ melengakapi jika ada 

berkas yang belum lengkap. Tetapi penggunaan website SIAKBA dalam seleksi 

penerimaan PPS pertama kalinya digunakan pada tahun 2022 sehingga bisa jadi 

terdapatnya kendala yang dihadapi sistem SIAKBA yang sering eror, Jaringan yang 

lemot, dan pendaftar yang tidak mahir menggunakan teknologi. 

Relavan dengan Keputusan KPU RI No 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan 

Aplikasi SIAKBA sebagai Aplikasi Khusus KPU. Dimana pada keputusan tersebut 

Aplikasi SIAKBA dipakai oleh: 

1. KPU 

2. KPU Provinsi 

3. KPU Kabupaten Kota 
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4. Calon Anggota KPU Provinsi Dan KPU Kabupate/Kota 

5. Badan Ad Hoc 

 
Selain itu, SIAKBA juga menjadi sorotan, yaitu aplikasi yang digunakan 

untuk membantu anggota KPU dan Badan Ad Hoc: 

1. Membantu memilih anggota KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, dan Badan Ad 

Hoc yang dapat dibentuk. 

2. Memberikan dukungan kepada KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, dan 

lembaga ad hoc terkait lainnya dalam mengelola data set masing-masing. 

Dengan menggunakan SIAKBA, calon anggota PPK dan PPS dapat 

mendaftar secara mandiri dengan memasukkan informasi dan mengunggah dokumen 

yang diperlukan secara digital. Oleh karena itu, untuk mendaftar, seseorang perlu 

mendaftarkan akun SIAKBA terlebih dahulu. Pengguna yang telah terdaftar dalam 

sistem dapat mengoperasikan sendiri makalah SIAKBA. 

Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Indonesia memiliki sejarah yang panjang 

dan melibatkan berbagai perkembangan sejak awal masa kemerdekaan hingga saat ini. 

Pembentukan Panitia Pemungutan Suara di Indonesia sudah menghadapi 

perkembangan signifikan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, dengan tujuan 

untuk menciptakan proses pemilihan umum yang lebih demokratis dan trasparan. 

KPU dan KPUD berperan penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum di semua 

tingkatan pemerintahan. 

Pemilu yang tidak memihak dan jujur dimaksudkan untuk diawasi oleh 

Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat 

Indonesia. Tiga anggota dan tiga anggota sekretariat merupakan PPS kecamatan atau 
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desa. Pemilihan umum pada hakikatnya adalah sebuah perebutan jabatan publik. 

Pemilihan umum, sebagai semacam kompetisi, perlu diselenggarakan oleh organisasi 

yang dipercaya oleh masyarakat dan kandidat. 

Efektivitas pelaksanaan seleksi oleh Badan Ad Hoc dalam penerimaan anggota 

PPS memiliki dampak langsung pada proses pemilu dan kredibilitas hasilnya. Dalam 

beberapa pemilihan sebelumnya, Indonesia telat melaksanakan pemilu dengan baik 

namun masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas seleksi anggota PPS. Studi ini 

akan mencoba untuk mengkaji “Efektivitas Aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi 

Anggota KPU Dan Badan Ad Hoc) Dalam Pemilihan Panitia Pemungutan Suara 

(PPS) Menjelang Pemilu 2024 (Studi Penelitian di KPU Kota Palembang ) ”. 

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi instansi, masyarakat luas serta 

menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Ditinjau dari latar belakang itu maka rumusan masalah yang diperoleh ialah 

“Bagaimana Efektivitas Aplikasi SIAKBA  Dalam Pemilihan PPS Menjelang Pemilu 

2024 (Studi Penelitian di KPU Kota Palembang )” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mencari tahu bagaimana jalannya Efektivitas 

Seleksi Penerimaan Anggota PPS Menggunakan Aplikasi SIAKBA Menjelang 

Pemilu 2024. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari analisis ini yaitu mencakup manfaat teoritis dan juga 

manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diinginkan bisa bermanfaat dan meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dan diinginkan analisis ini 

bisa jadi acuan bagi para peneliti Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 
 

a) Bagi Penulis 
 

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memberikan pengalaman serta 

memperluas wawasan dan dapat menyambungkan kejadian dan permasalahan 

dengan teori yang digunakan dalam analisa ini. 

b) Bagi Intansi 
 

Analisis ini diinginkan bisa jadi saran bagi pihak – pihak yang terhubung 

dalam Seleksi Anggota PPS, khususnya KPU Provinsi Sumatera Selatan. 

c) Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi penelitian karya ilmiah bagi 

mahasiswa terutama mahasiswa Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. 
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